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ABSTRAK 

 
Emi Badriatur Rif’ah. 2024. “Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian 

yang Melakukan Tindak Pidanan Kekerasan Seksual” Skripsi, Jurusan Hukum, 

Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton 

Probolinggo. Pembimbing: Dr. Mushafi Miftah S.Hi, M.H 

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Anggota Kepolisian, Kekerasan Seksual. 

 

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan serius yang berkaitan 

dengan alat fungsi biologis seseorang dengan  mengakibatkan dampak serius baik 

fisik maupun psikologis korban. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang 

seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat justru banyak terlibat 

dalam kekerasan seksual tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pisau 

analisis metode penelitian hukum normatif penulis dapat menyelesaikan penelitian 

ini dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, teori dan bahan bacaan 

yang berhubungan dengan judul peneliti.Hasil penelitian yang kami tulis adalah 

penjatuhan sanksi terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(POLRI) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus menjalani proses 

peradilan kode etik oleh KKEP, persidangan disiplin oleh internal anggota 

kepolisian dan peradilan pidana yang proses pemeriksaan sampai persidangannya 

harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Pertanggungjawaban anggota kepolisian 

apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena telah melanggar Kode 

Etik Profesi polri dan merupakan pelanggaran kategori berat dapat dijatuhi sanksi 

berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sedangkan proses 

pemidanaannya juga diberlakukan yaitu dijatuhi pasal 6 Undang – Undang No 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun anggota 

kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual menjalani sidang 

kode etik akan tetapi tidak menghapus proses peradilan pidana karena instansi 

kepolisian merupakan masyarakat sipil yang sama-sama tunduk di bawah 

peradilan umum. 
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ABSTRACK 

 

Emi Badriatur Rif'ah. 2024. "Imposing Sanctions Against Police Members Who 

Commit Criminal Acts of Sexual Violence" Thesis, Department of Law, Faculty of 

Social and Humanities, Nurul Jadid University (UNUJA) Paiton Probolinggo. 

Supervisor: Dr. Mushafi Miftah S. Hi, M.H 

Keywords: Imposition of Sanctions, Police Members, Sexual Violence. 

 

Sexual violence is a serious type of violence that is related to a person's 

biological functions and results in serious physical and psychological impacts on 

the victim. The police as law enforcement officers who are supposed to provide a 

sense of security to the community are actually often involved in sexual violence. 

This research is library research using normative research methods. With the 

analytical knife of normative legal research methods, the author was able to 

complete this research by examining statutory regulations, theories and reading 

materials related to the researcher's title. The results of the research we wrote 

were the imposition of sanctions on members of the Indonesian National Police 

(POLRI) who committed criminal acts. Sexual violence must undergo a judicial 

code of ethics process by the KKEP, a disciplinary trial by internal members of 

the police and criminal justice whose examination process until trial must be in 

accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The 

responsibility of police officers if they commit a criminal act of sexual violence 

because they have violated the National Police Professional Code of Ethics and is 

a serious category violation can be subject to sanctions in the form of 

Dishonorable Discharge (PTDH). Meanwhile, the criminal process is also being 

implemented, namely being sentenced to Article 6 of Law No. 12 of 2022 

concerning Crimes of Sexual Violence. Even though police officers who commit 

criminal acts of sexual violence undergo a code of ethics trial, this does not 

eliminate the criminal justice process because the police agency is a civil society 

that is equally subject to general justice. 
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